
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No Daftar Informasi Halaman 

1 Surat Undangan  

2 Bahan Paparan   

3 Dokumentasi Kegiatan  

 

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT 
BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG 

TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bprlpadang@kkp.go.id 

 

 
Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026 7 Mei 2026 
Sifat : Biasa 
Lampiran :  Sangat Segera 
Hal :  Undangan Sosialisasi KKPRL 
 

Yth. (daftar terlampir) 
 

Berkenaan dengan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), bersama ini kami mengundang 

Bapak/Ibu untuk menghadiri sosialisasi yang akan diselenggarakan pada : 

 
hari, tanggal : Jum’at, 8 Mei 2026  

waktu : pukul 14.00 WIB s.d. Selesai  

tempat : Melalui Zoom Meeting 

Meeting ID: 842 5302 9108 Passcode : 516197  

acara : Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPRL  

 
Informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran kami menunjuk Sdr. Harun 

Kurniawan (0811-6837-778) sebagai narahubung.  

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan 

terima kasih. 

 

Kepala Balai Penataan Ruang 
Laut Padang, 
 

Rahmat Irfansyah 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

http://www.kkp.go.id/
mailto:bprlpadang@kkp.go.id
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Lampiran  
Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026 
Tanggal : 7 Mei 2026 

 

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG 
 

1. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo; 

2. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh; 

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Aceh 

Singkil; 

4. BAPPEDA Kab. Pidie Jaya; 

5. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Aceh Singkil; 

6. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pidie Jaya; 

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Aceh Singkil 

8. Badan Usaha Milik Desa Balai Jaya; 

9. Nago Resort; 

10. Floating Surf Resort; 

11. Banyak Surf and Villas; 

12. Banyak Surf Resort; 

13. Diamond Resort; 

14. Dennys Surf Camp; 

15. Sdr. Avis Senna; dan 

16. Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya di Wilayah Kab. Aceh Singkil. 

 

Kepala Balai Penataan Ruang 
Laut Padang, 
 

Rahmat Irfansyah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran  
Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026 
Tanggal : 7 Mei 2026 

 

Rundown Kegiatan 
Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPRL 

7 Mei 2026 
 

Waktu (WIB) Kegiatan Keterangan 

14.00 - 14.05 Pembukaan  MC  

 14.05 – 14.20 Sambutan  

Dr. Rahmat 
Irfansyah, M.Si  
 (Kepala Balai 

Penataan Ruang 
Laut Padang) 

 14.20 -  14.30 Pengantar Diskusi   Moderator  

 14.30 – 15.30 

Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan 
KKPRL berdasarkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut 

Kris Handoko 
(Pengelola 

Ekosistem Laut dan 
Pesisir Ahli Madya)  

 15.30 – 15.50 Diskusi dan Tanya Jawab  Moderator  

 15.50 – 16.00 Penutupan   MC  

 
 

Kepala Balai Penataan Ruang 
Laut Padang, 
 

Rahmat Irfansyah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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TAHAPAN PERIZINAN KKPRL

PENDAFTARAN PENILAIAN PENERBITAN1 2 3 TERBIT

*Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

*Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021



PENDAFTARAN PERSETUJUAN KKPRL PADA OSS

Pendaftaran PKKPRL untuk Kegiatan Berusaha dilakukan dengan menyampaikan 

permohonan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan persyaratan:

Format Dokumen Persyaratan 

dapat diunduh pada 

http://bit.ly/format_PKKPRLaut

KEGIATAN BERUSAHA



PENDAFTARAN KONFIRMASI KKPRL PADA E-SEA

Pendaftaran Persetujuan KKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha atau Konfirmasi dilakukan oleh Pemohon 

dengan menyampaikan permohonan melalui sistem elektronik KKP dilengkapi dengan dokumen persyaratan

https://e-sea.kkp.go.id/

1. Surat Permohonan

2. Koordinat

3. Rencana Bangunan dan Instalasi di 

Laut

4. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

5. Data Kondisi Terkini Lokasi dan 

Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, 

dan Oseanografi)

6. Persyaratan Lainnya

7. Persyaratan Reklamasi

https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies_DhTdiK/view

KEGIATAN NON BERUSAHA

https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies_DhTdiK/view




PENDAFTARAN
PROSES 

PENERBITAN

PENERBITAN 

PERSETUJUAN KKPRL

*Lengkap 

by System

PEMERIKSAAN 

KEBENARAN

5 Hari Kerja

PENILAIAN 

DOKUMEN

20 Hari Kerja

PENERBITAN 

TAGIHAN (SPS)

2 Hari Kerja

PEMBAYARAN 

PNBP

7 hari kalender tiap SPS

(maks 3 kali SPS)

PERBAIKAN (1)
oleh Pelaku Usaha

REVISED

5 Hari Kerja

PEMERIKSAAN 

DOK PERBAIKAN

5 Hari Kerja

PERBAIKAN (2)
oleh Pelaku Usaha

REVISED

5 Hari Kerja

PEMERIKSAAN 

DOK PERBAIKAN

5 Hari Kerja

6 Hari Kerja

DITOLAK

DITOLAK

PROSES BISNIS KKPRL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

5 Hari Kerja

MEMERLUKAN 

REKOMENDASI 

K/L TERKAIT

• Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh K/L terkait kepada KKP paling 

lama 5 Hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan

• Apabila melewati jangka waktu, tahapan penilaian dilakukan tanpa rekomendasi atau 

pertimbangan

• Tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan

Apabila jangka waktu 6 Hari 

terlampaui, persetujuan 

KKPRL diterbitkan secara 

otomatis oleh Sistem OSS

REKOMENDASI  

KEMENHUT

15 Hari Kerja

Apabila terdapat kegiatan yang memanfaatkan 

ruang laut di Kawasan Suaka Alam atau 

Kawasan Pelestarian Alam

PENOLAKAN









TAGIHAN PNBP PERSETUJUAN 
KKPRL

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem 
Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, 
dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021

Tagihan PNBP hanya 
boleh diterbitkan dari 
Satker dalam hal ini 
Sekretariat Ditjen PRL. 
Pelaku usaha tidak 
diperkenankan 
menerbitkan Tagihan 
secara mandiri 



Format Penerbitan KKPRL

1

Produk Konfirmasi dan 
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang Laut terdiri 
dari 4 (empat) Bagian

2
3

4

1 LEMBAR UTAMA

2 LEMBAR KOORDINAT

3 LEMBAR PETA

4
LEMBAR HAK DAN 
KEWAJIBANPERSETUJUAN

1 2 3 4
KONFIRMASI

Dasar: 

Perka BKPM No 4 /2021 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

dan Fasilitas Penanaman Modal





WASPADA SCAM DIGITAL!!

18

Sumber : WAG Dit. PRKPDL 6 Februari 2026

Sumber : WAG Dit. PRKPDL 6 Februari 2026





INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN KKPRL

20
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